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WALIKOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR ~= TAHUN .-
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana
telah diubah beherapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum di Kota Semarang mengatur mengenai
peninjauan tarif retribusi dilaksanakan paling lama 3
(tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian serta penetapan tarif
retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;

. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Koia
Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
khususnya Pasal 45 vang mengatur tentang besarnya
tarif retribusi pelayanan pasar perlu ditinjau kembali
besaran tarifnya karena sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan perekonomian dan biaya
penyediaan layanan makin meningkat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan
Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.




Mengingat :

10.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyvakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679j};

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);
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13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat I Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di Wilavah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat [
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan Dan Toko Modern ;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 1] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomer 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
83);
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor | Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kofa Semarang Nomor 9 Tahun
2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 85);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerahh Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 84 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 84).




MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KOTA SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

w

10.

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Semarang.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasar adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai
tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang
dan jasa.

Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam
lingkungan pasar vang disediakan sebagai tempat transaksifjual beli
barang dan/atau jasa.

Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di linglkungan pasar
dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai
tempat untulk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

Dasaran terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di Pasar
sebagai fasilitas tempat berjualan kepada pedagang tidak tetap.

Wilayah pasar adalah tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah di
luar lingkungan pasar yang dipergunakan sebagai tempat untuk
transaksi/jual beli barang dan/atau jasa dengan jarak radius tertentu
dari lingkungan pasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Kota
Semarang khususnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang diatur dalam Pasal
45 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang,.




Pasal 3

(1) Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dilakukan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
perekonomian dan biaya penyediaan layanan makin meningkat.

(2) Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian serta kemampuan masyarakat.

Pasal 4
(1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:
No. | Golongan Pasar dan Tarif Retribusi Per M?/Hari
Letak Tempat Kios Los
Grosir Eceran | Grosir Eceran
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp}
1. | Pasar Kota
a. Strategis | 950 900 850 750
b. Strategis II 750 700 700 650
2. | Pasar Wilayah
a. Strategis | 850 750 750 700
b. Strategis Il 700 650 650 600
3. | Pasar Lingkungan
a. Strategis [ 750 700 700 650
b. Strategis Il 650 600 600 550

{2) Tarif retribusi untuk dasaran terbuka ditentukan berdasarkan
penggolongan pasar, dipungut secara harian dengan tarif:

a. Strategis :
1) Pasar Kota sebesar Rp1.050,00 (seribu lima puluh rupiah)/m?/hari;
2) Pasar Wilayah sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah)/m?*/hari;
3) Pasar lingkungan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah)/m?*/hari;
b, Strategis I
1) Pasar Kota sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah)/m?/hari;
2) Pasar Wilayah sebesar Rp700,00 {tujuh ratus rupiah)/m?/hari;

3) Pasar lingkungan sebesar Rp650,00 (emam ratus lima puluh
rupiah) /m?/ har;




(3) Tarif Retribusi Biaya Bongkar Muat ditentukan berdasarkan Jenis

Kendaraan:

a. Truck Double: Rp6.500,00 {(enam ribu lima ratus rupiah];
b. Truck Engkel: Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
c. Colt/L 300 dan yang Sejenis: Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
(4) Tarif Retribusi Biaya ID CARD: Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Diundangkan di Semarang

Pada Tanggal ' = vz
Pj. SEKRETARIS DAERAH

AGUS ANTO
Kepala Dinas Penataan Ruang

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN .

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal ~! '/ o0&
WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRTHADI

7= NOMOR -*




